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PUTUSAN
No. 536 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG ;

Tempat Lahir : Rainis ;

Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 14 Mei 1959 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamat-

an Melonguane, Kabupaten Kepulauan

Talaud ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di dalam
Tahanan Kota :

1. Penuntut umum sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan

tanggal 28 November 2010 ;

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November

2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena
didakwa:
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku
Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs
berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/
PJSM/Bag.Pemb/VIIl/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri
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maupun dengan Drs. Husni Mandiri, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
2008 (dalam perkara terpisah, pada tanggal 21Juli 2008 sampai dengan tanggal
tanggal 26 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di
Kecamatan Tampan’amma, Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-
tempat lain di Kabupaten Kepuauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan
Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/
KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang
untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
e Bahwa pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana
Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta
rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :
Naskah Penjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/
V1/2008
464.1/407/SEKR

tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan
Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
Provinsi Sulawesi Utara ;

e Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial
tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten
Kepuauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana
Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta
rupiah) dari Menkokesra;

e Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari
Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan
Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk

membangun :
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Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
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Jembatan Sungai Sanguala ;
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Jembatan Sungai Taturian ;
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Jembatan Sungai Aingaran ;
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Jembatan Sungai Soro ;
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Jembatan Sungai Saroco ;
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Jembatan Sungai Kumbana ;
9

10) Jembatan Sungai Pangeran ;

)
)
)
)
) Jembatan Sungai Tule ;
)
)
)
)

Jembatan Sungai Tumino ;

11) Jembatan Sungai Lawano ;

e Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca
bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati
Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun
2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan
Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun Anggaran 2008 ;

e Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku
Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal
21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa
Pemborongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun
Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I.
TAMATOMPO, S.T., MM. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY
(Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO
AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah
melaksanakan lelang 11 kegiatan yaltu Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala,

Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan
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Sungai  Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule,
Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan
Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana,
Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan
Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;

* Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI
MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca
bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak
antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG  selaku  Pelaksana  kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu Cs ;

e Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan
tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana
telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) ;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan
(4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak
Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat
dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (5PM),
SPP, Kwitansi (yg sudah diliat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;

e Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada
Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita
Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak
Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan
pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir
secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya
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kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran
tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan
karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item
pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250,
Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan
Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Infonmasi kemajuan pekerjaan
yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti
dan diperiksa oleh PPK;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/
VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang
harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain
yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun
Jembatan Sungai Mangutu Cs Terdakwa tidak melakukannya sesuai
dengan dokumen penawaran yang dituang dalam kontrak dan
spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-
kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas ;

e Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari
Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis
jembatan seperti tersebut di atas sehingga terjadi kekurangan
pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya
pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp582.048.902,31 (lima
ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus
dua koma tiga puluh satu rupiah) ;

e Bahwa akibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa untuk
pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sebesar
Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah), Negara
atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar
Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh

delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku
Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs
berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/
PJSM/Bag.Pemb/VII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri
maupun dengan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen
Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan
tanggal 26 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di
Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-
tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan
Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/
KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang
untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut :

e Bahwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan
penanganan pasca bencana alam Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs,
Terdakwa mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam
kontrak, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan
beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi
teknis jembatan yaitu antara lain Timbunan Pilihan, Beton K 250,
Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud),
Perletakan Elastomer jenis 1, dan Guard Wall ;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/
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VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang
harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain
yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
dokumen penawaran, yaitu dalam hal ini khususnya untuk
kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs Tahun
2008 ;

e Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari pada Tahun 2008
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah
Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar
Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari
Menkokesra sesuai dengan :

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/
V1/2008

464. 1/407/SEKR
tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan
Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
Provinsi Sulawesi Utara ;

e Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial
tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten
Kepuauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana
Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta
rupiah) dari Menkokesra;

* Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari
Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan
Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk
membangun :

Jembatan Sungai Mangutu Cs ;
Jembatan Sungai Sanguala ;

)
)

3) Jembatan Sungai Taturian ;
) Jembatan Sungai Aingaran ;
)

Jembatan Sungai Tule ;
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6) Jembatan Sungai Soro ;

~

) Jembatan Sungai Saroco ;

oo

) Jembatan Sungai Kumbana ;

9) Jembatan Sungai Tumino ;

10) Jembatan Sungai Pangeran ;

11) Jembatan Sungai Lawano ;

e Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca
bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati
Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun
2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan
Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun Anggaran 2008 ;

e Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku
Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal
21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa
Pemborongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun
Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I.
TAMATOMPO, S.T., MM. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY
(Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO
AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah
melaksanakan lelang 11 kegiatan yaltu Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala,
Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan
Sungai  Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule,
Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan
Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana,
Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan

Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;
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e Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI
MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca
bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak
antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG  selaku Pelaksana  kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu Cs ;

e Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan
tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana
telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) ;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan
(4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak
Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat
dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (5PM),
SPP, Kwitansi (yg sudah diliat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;

e Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada
Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita
Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak
Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Rl
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan
pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir
secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya
kemajuan pekerjaan yang ada dalam Surat Permohonan Pembayaran
tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan
karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item
pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250,
Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan
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Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Infonmasi kemajuan pekerjaan
yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti
dan diperiksa oleh PPK;
e Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari
Inspektorat  Provinsi ~ Sulawesi  Utara, ditemukan adanya
penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan
spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan
seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya
pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp582.048.902,31
(lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan
ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
e Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak
sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah
menguntungkan  diri  Terdakwa  dengan dana  sebesar
Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
e Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri
dengan dana kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai
Mangutu Cs sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua
juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh
satu rupiah), Negara atau Daerah Kaupaten Kepulauan Talaud
dirugikan sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua
juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh
satu rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG, selaku
Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs
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berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/
PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri
maupun dengan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen
Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan
tanggal 26 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
Tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di
Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-
tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan
Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/
KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang
untuk memeriksa dan mengadili, yang pada waktu membuat bangunan
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau
barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :
e Bahwa pada waktu melakukan Pembangunan Jembatan Sungai
Mangutu Cs Tahun 2008, Terdakwa melakukan perbuatan curang.
Hal tersebut berawal pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca
Bencana Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima
ratus juta rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :
Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 188/KEP/SESMENKO/KESRA/
V1/2008
464. 1)407)SEKR
tanggal 20 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan
Pasca Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
Provinsi Sulawesi Utara ;
e Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial
tersebut, pada tanggal 25 September 2008 Pemerintah Kabupaten
Kepuauan Talaud menerima dana Penanganan Pasca Bencana
Alam sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta
rupiah) dari Menkokesra;
e Bahwa sesuai dengan wusulan dari Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari
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Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan
Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 untuk
membangun :

Jembatan Sungai Mangutu Cs ;

Jembatan Sungai Sanguala ;

Jembatan Sungai Taturian ;

Jembatan Sungai Aingaran ;

)
)
)
)
5) Jembatan Sungai Tule ;
) Jembatan Sungai Soro ;
) Jembatan Sungai Saroco ;
) Jembatan Sungai Kumbana ;
) Jembatan Sungai Tumino ;
10) Jembatan Sungai Pangeran ;
11) Jembatan Sungai Lawano ;

e Bahwa untuk melaksanakan Kkegiatan penanggulangan pasca
bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra Tahun 2008, Bupati
Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengangkat Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100a Tahun
2008 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Anggaran Dana bantuan
Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun Anggaran 2008 ;

e Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku
Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 95.D Tahun 2008 tanggal
21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa
Pemborongan Program Penanganan Pasca Bencana Alam Tahun
Anggaran 2008, yang terdiri dari WILSON TINE, S.T. (Ketua), E. I.
TAMATOMPO, S.T., MM. (Sekretaris), AYUB TAMAWIWY
(Anggota), DENNY LALEGIT, S.H., M.H. (Anggota), dan JESMANTO
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AMIMAN, S.T. (Anggota). Tugas Panitia Lelang ini adalah
melaksanakan lelang 11 kegiatan yaltu Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs, Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala,
Pembangunan Jembatan Sungai Taturian, Pembangunan Jembatan
Sungai  Aingaran, Pembangunan Jembatan Sungai Tule,
Pembangunan Jembatan Sungai Soro, Pembangunan Jembatan
Sungai Saroco, Pembangunan Jembatan Sungai Kumbana,
Pembangunan Jembatan Sungai Tumino, Pembangunan Jembatan
Sungai Pangeran, Pembangunan Jembatan Sungai Lawano ;

e Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI
MANDIRI, M.M. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca
bencana alam Tahun 2008, dilakukan penandatanganan kontrak
antara Drs. HUSNI MANDIRI, M.M. (PPK) dan Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE  TUMIMBANG  selaku  Pelaksana  kegiatan
penanganan pasca bencana alam Tahun 2008 Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu Cs ;

e Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan
tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana
telah menerima dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) ;

®* Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan
pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir
secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya
kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran
tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan
karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item
pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K 250,
Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud), Perletakan

Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan
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yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti
dan diperiksa oleh PPK;

e Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/
VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yang
harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain
yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya Terdakwa tidak
melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs sesuai
dengan dokumen penawaran. Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs terdapat kekurangan sehingga terdapat
kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti
tersebut di atas ;

* Setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu Cs oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat
Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs yang tidak sesuai
dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi
kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya
pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana sejumlah
Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) ;

e Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan dokumen penawaran dan spesifikasi teknis pekerjaan
jembatan bahkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan baik
penyerahan pertama maupun penyerahan akhir tidak tepat biaya dan
tidak tepat mutu, sehingga mengakibatkan umur jembatan dan
kekuatan jembatan tidak seperti yang diharapkan, dan hal ini dapat
membahayakan keselamatan pengguna  jembatan ketika
melintasinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
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Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manado tanggal 24 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG secara sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang
dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CORRY TUMIMBANG dengan
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa ditahan ;

3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apablia denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah),
dikembalikan kepada Negara cq Pemerintan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud ;

2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;

3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap | ;

4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap Il ;

5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam

Tahun 2007 tahap | ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap Il ;

7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2008 ;

8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;

9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;

10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;

11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;

12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangun-
an Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri
Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan
Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga
puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM,
Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan
Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah
Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan
Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca
Bencana Alam Paket | Dan Il Sekretariat Daerah, jumlah
Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal
21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/
PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
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17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program
Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis
untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca
bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008, dipergunakan untuk
perkara lain ;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/Pid.B/2010/

PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut di
atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana
dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG dari
dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut di
atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam
dakwaan Subsidair yaitu “TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selarna 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Perintah supaya Terdakwa ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah),
dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud ;

2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/1/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
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3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap | ;

4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap Il ;

5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap | ;

6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap Il ;

7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2008 ;

8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;

9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;

10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;

11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;

12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangun-
an Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri
Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan
Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tiga
puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM,
Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan
Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah
Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.

Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
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15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan
Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca
Bencana Alam Paket | Dan |l Sekretariat Daerah, jumlah
Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal
21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/
PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;

17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program
Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis
untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca
bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam

perkara lain ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Manado Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29 Januari 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 April 2012
Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut,
sekedar mengenai kualifikasi, dan redaksi amar putusan sehingga amarnya
selengkapnya menjadi sebagai berikut :

2.1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut
di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2.2. Membebaskan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG dari

dakwaan Primair tersebut ;
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2.3. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut
diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan
TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama” ;

2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan ;

2.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di
kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2.6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

2.7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah),
dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud ;

2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/1/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;

3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2007 tahap | ;

4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2007 tahap Il ;

5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2007 tahap | ;

6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2007 tahap Il ;

7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2008 ;

8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;

9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
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10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;

11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;

12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan
Pembangun-an Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV.
Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi,
Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran,
Kwitansi Fiat ;

13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan
Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah
Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari
SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA.
Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

14. Dokumen  Pencairan/Pembayaran  Kegiatan = Pembangunan
Jembatan Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah
Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara
Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan
Pasca Bencana Alam Paket | Dan Il Sekretariat Daerah, jumlah
Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List,
BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

16. Amandemen 01 No.01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008
tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/
SPP/PPK/ PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;

17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008
Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis
untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan

pasca bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
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Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara lain ;

2.8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/
2013/PN.MDO jo Nomor : 485/Pid.B/2010/PN.Mdo. jo Nomor : 31/PID.SUS/
2012/PT.MDO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Penasihat Hukum
Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dari Penasihat
Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon
Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal
25 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-
kan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dan
Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11
Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak
Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/PT.MDO
tanggal 29 Januari 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 485/
Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 11 April 2012 karena kedua putusan tersebut
sangat jelas terdapat kurang cukup mempertimbangkan serta tidak
menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana
mestinya ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalam

putusannya halaman 25 yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang
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bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya tersebut, Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat
tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semua telah
dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam Putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu
dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan”. Bahwa Pemohon Kasasi
sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di
atas olehnya patut dikesampingkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim
Agung yang akan memeriksa perkara a quo karena pada dasarnya memori
banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi adalah semata-
mata merupakan dalil-dalil bantahan/keberatan terhadap pertimbangan-
pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, apalagi Pembelaan
Penasihat Hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut di atas patut
dikesampingkan dan dibatalkan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara Nomor 31/
PIDSUS/2012/PT.MDO tertanggal 29 Januari 2013 telah keliru dalam
menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbang-
kan mengenai unsur-unsur untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Judex Facti
Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/PT.MDO tertanggal 29
Januari 2013 pada halaman 26 yang menyatakan “.....berpendapat bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya dapat dijadikan dasar
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TInggi
Manado dalam memutus perkara ini di tingkat banding,....”. Pertimbangan
tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena setelah
Pemohon Kasasi mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan
Negeri Manado Nomor 485/PID.B/2010/ PN.MDO tanggal 11 April 2012 dari
Hal.44 s/d Hal.76 (mohon kiranya dapat diteliti kembali oleh Majelis Hakim
Agung Yang Terhormat), didapati bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat

Pertama tidak membuat pertimbangan hukumnya sendiri lebih khusus
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terhadap unsur-unsur baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan
Subsidiair dalam perkara a quo, karena yang terdapat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/PI1D.B/2010/PN.MDO tanggal 11
April 2012 hanyalah uraian terhadap unsur-unsur pada Dakwaan Primair dan
Dakwaan Subsidiair yang dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum
sebagaimana yang terurai dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk : PDS-.../
R.1.10/Ft.1/11/2010 tertanggal 24 November 2011, Surat Tuntutan yang
secara administrasi tidak jelas/tidak lengkap dalam masalah penomorannya,
yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar
pertimbangan penentuan kesalahan terhadap Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG dalam memutuskan perkara a quo. Hal ini
berarti cara merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal
2 maupun Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP oleh Judex Factitidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan huruf h KUHAP, sehingga Putusan
Pengadilan Negeri Manado Nomor 485/PID.B/2010/PN.MDO tanggal 11
April 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PIDSUS/2012/
PT.MDO tanggal 29 Januari 2013 tersebut harus dinyatakan Batal Demi
Hukum (Ex Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lengkap atau kabur dalam
pertimbangan hukumnya menyangkut Penetapan Pengadilan Negeri Nomor
485/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang merupakan produk Pengadilan Negeri ;
Bahwa untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Pasal 65 KUHAP dan
Pasal 180 KUHAP yang mana pada tanggal 10 Agustus 2011 Pihak
Pengadilan Negeri berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011, mengeluarkan Penetapan
No0.485/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang isinya “Mengabulkan permohonan
Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa dan Memerintahkan Instansi yang
terkait yang mempunyai wewenang untuk itu, melakukan pemeriksaan lokasi
untuk Jembatan Sungai Mangutu Cs dengan Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG di Kampung Riung, Kecamatan

Tampan’amma, Daerah Tingkat Il Kabupaten Kepulauan Talaud sejak
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dilaksanakan sampai selesai”, yang juga atas permintaan/himbauan Ketua
Pengadilan Negeri baik dalam persidangan maupun kepada Penasihat
Hukum Terdakwa bahwa penelitian/pemeriksaan ulang harus dilakukan
bersama-sama dengan Jaksa/Penuntut Umum sedangkan tidak perlu
dihadiri oleh Hakim ;

Bahwa ternyata apa yang menjadi hasil dari Pemeriksaan ulang di lokasi
tersebut tidak pernah diungkap dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama padahal hasilnya adalah sangat menentukan apakah telah terjadi
kekurangan pada pekerjaan Terdakwa karena waktu diukur oleh Tim Teknis
Inspektorat tidak pernah dihadiri oleh Terdakwa sehingga apa yang diukur
apakah benar-benar jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa ataukah
bukan, apakah sudah benar-benar menjadi angka yang akurat karena angka
ini nantinya apabila diegivalen menjadi nilai rupiah akan menjadi nilai dari
kerugian Negara ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lalai memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan vyaitu Lalai didalam
Menerapkan Sistim Pembuktian dengan cara mengabaikan hasil dari
Pemeriksaan Lapangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 485/
Pen.Pid/2010/PN.Mdo ;

Bahwa didalam membuat pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
hanya mengikuti pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam perkara a quo yang benar-benar hanya mengutip dari Jaksa/Penuntut
Umum, tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan dari saksi Charter
Labok yang mengetahui secara jelas mengenai bangunan dan penghitungan
secara teknis dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Mangutu Cs.
Bahwa semua perhitungan dari hasil pemeriksaan/penelitian ulang telah

diberikan dalam persidangan dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMBATAN SUNGAI Mangutu Cs

I_ SN EOHTRAE (HASIL PEHGIELRAN LEPRHGEN
52 A LT P m;;“ mewsawenapp) | s |sowe| AN | i
A ’
A | TEWRANEN SENTANE L = 1500 Meter
T | s i ] ] o
1 homsa iE| b | Wmmm| WML | im| b | oo [T
O | FEOGMA TR R
1) SR E LR 4 0 AT LT wam| M Lo L] AT A
2 Ty Elkia =ag| s [T R T L mam| w 0T ALTILIH 3
] THB M LA am| m | snean]|  ssmsem|  mm| W LT AT T
I o URLGAM FeEL 4| = BUTLE SILETL wlz| = L] 1] s ]
NI | PEEERAN STELETLR
11 BETOM ¥ -_-‘rt-! = 1 % (L AT L LEL] aml e s T 1T R
PO T i e | i T in| M | Lwmm]  Lmmas
o PRGN BP0 EEE T WA 1mm| By naE| AT
B & FIFA PIC Do, 4" [P Biregan M1 Em| B | marm LIE A R W L [T [RTT ]
| P BRI T T e S5 umen] o W | wessw|  LeaSan)
B M {Tadun) 1w | W uAE | mamn| o] W 104 B LI T
| PERLETSEAN FLASTONER RS | 1| m Tum|  yamsaw|  um| & RN 1113580
B AT AT - - Wl i [ R A LA ML pawo.m 14,
o COR BTN VUL LWL TR, am | Ml LI EATLANLE im| My e 10T LE Rt ]
I T | 1
1] PRTOE PEMLMT IS TIAMG SCHAMPSL | B TR LI U1 | m st i1 AX
FET Wib| M | LEssiw LR 15| m LI, 1030 [T
¥ PRI ' R E WIS FEE L] me| m | A TALRLH
B 4 FASMGAH ALTL PaL [T ALY LRI 15240134 73,00 1 M| B [k ] 2,703,
S, FIMGICAZAN CAT MIMYSE am] B | B vesan|  wmm| m mn Ly |
B PENCICEEEH {IAT TEMITN] | Hp 15813 T T | B [T T B,
B | FEMBATAN BENTANG L2 = 1200 Mok |
L] FEET E1AAN THHEA
o GaLram T B wim| =0 [ wgrane| mm WL 13,300,300
#| THRURA RIS ol oM WAL AL XAl M AR L5814
o Toempan AL | wem| m |SEEAT Asmim| oDam| 15,77 LKA
4 LRiEaN g Taa| m HATLE MW RH| W Lt LS B
11| PSRN STRUIACTIR, ; S—
1] BETOR K50 ) We| M | LsHanA niukin| e M | LERERR 1,2
= BITOR W08 UWTLE KRS il M 1AL PRt W = 11, 1m0 FAIRSILE
3 A, TULRHGAN U 71 PORES LT LML s s | mmes | kg R AT, L 8
| Pk T D, 4 [P g ) THET TR pRUHLC A L L] st L1EL N7
5 PASAMEEN BT FIROAG nE| W L0 12,145, 50.50 wr| m SHUTR B0 BLER NN
L P BT ML CTALEDY 1| W | LEM ML 15, . 5 ImE| Ha Lok aLn L AL
A PERLET EHE 1 Lol T4 TN I AN B ko
L & Pk Sy | M LEL S A A TLE| HL 16584 180 ELAD
H CTRETIH TIMALE IHTEE TROTIER | | M ML AIMEI im| W LN MTLIRL
W | LaMiam )
1| FATOR FEMIAIYA Tiae S i | HRAE| | Lnms| A% @ e T
T GLARD AL o 1| m (R ] im| i 1L 1A ¥ 434, 1= T
T T | mm|m umAm|  ymma|  ww| W oA LI MG
4] PN BT P (TALLTY) IEEC IR TEmmi|  na| W | LKL LRI
| o PENGECAREN CAT HIMVAX | wE| HL FIT 1] ] nE| m s LW 51w
i PEWGECNT.N JIAT TEHECH] wmf Hp 15,98.13 1HA 0T ®m| = | 1598810 IR
| i | e LMAITALR LaMm, 0 il
P [me i jwmeal ML [ A ’ 17,0550
T | TORE HARSA [a+1) LS (A48 ] A, THLRG, LT
o | TCRK WARGA DIELATEM 1,673,000, B0.00 | 1, 730080, D00

Berdasarkan tabel di atas jembatan Mangutu Cs yang memiliki bentang 12M
dan bentang 15M diperoleh total Biaya Nyata Pembangunan (Real Cosf)
adalah sebesar Rp1.736.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam
juta delapan puluh ribu rupiah), biaya sudah termasuk PPN 10% sehingga
jelas antara biaya total pembangunan jembatan terlaksana dengan nilai

kontrak pemborongan adalah lebih besar hasilnya dibandingkan nilai proyek
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Rp1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta

rupiah). Hal ini dapat diartikan secara harfiah tidak ada kerugian Negara ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 56
baris ke IV berbunyi “bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) ....terdapat
beberapa kekurangan untuk beberapa item pekerjaan antara lain pada
Timbunan Pilihan, Beton K-250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu
Manual (Talud), Perletakan Elastomer Jenis 1 & Guard Wall”. Pemohon Kasasi
akan mengambil salah satu item pekerjaan yang telah disampaikan dalam
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Timbunan Pilihan adalah
0. Hal ini adalah tidak benar atau mungkin bukan perhitungan untuk Jembatan
Sungai Mangutu Cs karena sesuai hasil penelitian/ pemeriksaan ulang,
Timbunan Pilihan—Ada, yang ditunjukkan oleh timbunan pada jalan pendekat
yang menghubungkan jalan dengan lantai jembatan, karena tanpa adanya
timbunan pilihan sangatlah tidak mungkin terbentuk badan jalan pendekat
menuju lantai jembatan, yang mana secara teknis disebut “Oprit”. Tanpa adanya
timbunan pilihan, maka kendaraan maupun orang tidak bisa melintasi lantai
jembatan dengan mudah. Untuk mempermudah pemahaman, Pemohon Kasasi
akan memberikan ilustrasi seperti gambar di bawah ini ;
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Lantol Jewmbatan
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{ Kondisi seperti e, Orang maupun Kerdoroan posti bisa leat
dergon mudah) — Hal ini diterukan di dembotan Mangite 8.

Sulawesi Utara adalah sangat menyimpang terhadap kondisi lapangan yang
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sebenarnya dari Jembatan Mangutu Cs yang pelaksananya Terdakwa
CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG ;

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG
berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Rl
akan sependapat bahwasanya Terdakwa CORRY SALAMPUNGE
TUMIMBANG harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiair
maupun dakwaan Lebih Subsidiair sebagaimana dalam dakwaan Penuntut
Umum dan atau dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam butir 1 sampai butir 6 maka
kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung agar dapat menerima
permohonan kami dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa jembatan yang diperiksa oleh Tim Teknis dari
Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara setelah 2 (dua) tahun jembatan selesai
dibangun dan bahkan sampai saat ini setelah 5 (lima) tahun digunakan oleh
masyarakat dan dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk untuk
proyek dan bis penumpang serta dilanda gempa bumi yang berskala richter
7,6 tetapi bangunan jembatan tidak ada yang retak sampai sekarang ;

2. Bahwa walaupun ada beberapa perkara yang mungkin sudah diputus oleh
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Rl mengenai beberapa
perkara jembatan sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud namun
karena perkara ini adalah perkara dibidang konstruksi bangunan sehingga
Penasihat Hukum Terdakwa yakin Ketua/Majelis Hakim Agung yang akan
memeriksa perkara ini pasti akan lebih teliti lagi untuk memeriksa perkara ini
karena ini menyangkut angka-angka yang akan menjadi kerugian Negara
tetapi yang sudah tertuang dalam bentuk 2 (dua) buah jembatan yang telah
berdiri kokoh yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Talaud pada
umumnya dan bagi Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG secara
pribadi, yang dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk daerah
tercintanya, Kabupaten Kepulauan Talaud. Jembatan Sungai Mangutu Cs
telah selesai dan dapat berfungsi dengan baik dan secara hitungan
keseluruhan atau total penjumlahan tidak ada kekurangan, hal ini kalau mau

diartikan secara harfiah berarti tidak ada kerugian Negara ;
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Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori
kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan
Terdakwa selaku pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Tahun
2008 Pembangunan Jembatan Sungai Mangutu Cs, telah menerima dana
sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Tetapi dalam
kenyataannya kemajuan pekerjaan yang tertuang dalam surat permohonan
pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan
karena terdapat kekurangan beberapa item pekerjaan, yaitu pada Timbunan
Pilihan, Beton K 250, Pasangan Batu Kosong, Pasangan Batu Manual (Talud),
Perletakan Elastomer Jenis 1, dan Guard Wall. Perbuatan Terdakwa tidak
sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) PP No.29 Tahun 2000 dan Pasal 1 ayat (2)
huruf e Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor : 05/SPP/PPK/
PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, sehingga perbuatan
Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan
kerugian keuangan Negara sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan
puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh
satu rupiah) yang signifikan untuk memperkaya diri Terdakwa atau orang lain
atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang
No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas dengan berdasar ketentuan
Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun
2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam mengambil
putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain dengan
pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang mempertimbangkan bahwa unsur
melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2001
telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak memperkaya diri
sendiri atau orang lain, oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian

Negara sebesar Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat
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puluh delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) kepada
Negara melalui Jaksa/Penuntut Umum sehingga unsur memperkaya diri atau
orang lain tidak terpenuhi (putusan hal.26). Bahwa pertimbangan seperti
tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai
rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Rl Tahun 2012 huruf
C.1.b  bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun
2001 ;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan
Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Bahwa
berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Judex Facti telah salah
dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Manado
yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki
dan Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut :

e Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Primair, Subsidair ;
e Primair
1. Setiap orang ;

Unsur secara melawan hukum ;

Unsur memperkaya diri sendiri atau dst. ;

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dst. ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

o &M 0D

Ad.1. Setiap orang
Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk
korporasi (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang
diubah dengan Uu No.20 Tahun 2001) ;

Ad.2. Unsur melawan hukum
Perbuatan melawan hukum terjadi apabila suatu perbuatan telah sesuai
dengan larangan dalam undang-undang ;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi
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Adalah bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri/orang lain/korporasi

sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa ;

Tidak ada keseimbangan harta yang dimiliki Terdakwa dengan

penghasilan yang diperolehnya secara sah ;
Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara

Adalah berkurangnya keuangan/kekayaan Negara disamakan pula

dengan perekonomian Negara menjadi terganggu ;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan

Unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari bagian unsur

ini terpenuhi maka unsur ke 5 ini dinyatakan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana
korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999
jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan
Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan
Subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-
timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum
atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah
cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan
apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

e Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang
giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana
korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :
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e Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado
Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29 Januari 2013 yang
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 485/Pid.B/2010/
PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi
sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48
Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5
Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : CORRY
SALAMPUNGE TUMIMBANG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 31/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 29
Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :
485/Pid.B/2010/PN.Mdo., tanggal 11 April 2012 sehingga berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG terbukiti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh delapan
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ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah) dikompensasikan

dengan uang yang telah dikembalikan melalui Jaksa/Penuntut Umum ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana
penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rp582.048.902,31 (lima ratus delapan puluh dua juta empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua koma tiga puluh satu rupiah),
dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud ;

2.  Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;

3.  Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap | ;

4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2007 tahap Il ;

5. Surat Nomor : 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap | ;

6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam
Tahun 2007 tahap Il ;

7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca
Bencana Alam Tahun 2008 ;

8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;

9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;

10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;

11. Rekening Koran No. 014 0 1.12.000061-0 Tahun 2008 ;

12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangun-
an Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) CV. Gremmy Mandiri

Konsultan jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang
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terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangun-
an Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00
(tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM,
Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan
Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

14. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan
Sungai Mangutu, Cs : PT. Tiga Sekawan Karunia jumlah
Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang
terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.
Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara Kegiatan
Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca
Bencana Alam Paket | Dan Il Sekretariat Daerah, jumlah
Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List,
BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

16. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal
21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/
PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;

17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program
Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

18. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis
untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca
bencana alam Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam

perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., L.LM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
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Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan Leopold
Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/

Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd./ ttd./

M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

UﬁURIis%HHE’ﬁW”U Soepadi; St viHom:
MAHKAMAH AGUNG R.l.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001
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